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Abstrak

Masih tingginya angka pengangguran korban PHK, banyaknya
aksi unjuk rasa kaum buruh dan munculnya berbagai bentuk per-
golakan buruh di Indonesia pasca reformasi tahun 1998 mengindi-
kasikan belum terselesaikannya persoalan-persoalan perburuhan di
In-donesia secara tuntas. Ada 2 kelompok penyebab masih terus
exist-nya masalah perburuhan itu di Indonesia. Pertama adalah fak-
tor peningkatan kuantitas tenaga kerja yang terus-menerus tanpa di-
imbangi peningkatan daya serap lapangan kerja yang cukup. Kedua,
tidak mampunya institusi pemerintah, melalui kebijakan yang dikelu-
arkannya menangani permasalahan yang terus berkembang terse-
but. Tulisan ini mencoba memaparkan potret masalah perburuhan di
Indonesia yang masih mengemuka pada beberapa dekade terakhir,
khususnya pada masa pasca reformasi politik di Indonesia tahun

1998

Kata kunci : reformasi, kebijakan perburuhan

Pendahuluan

Eksistensi masalah perburuh-
an, di Indonesia pada khususnya, se-
lalu bersumber pada konflik kepenti-
ngan antara buruh dengan pengusa-
ha dalam konteks hubungan Indus-
trial. Antara kaum buruh dengan pe-
ngusaha senantiasa terdapat hubu-
ngan yang dilandasi dua kepentingan
yang berseberangan. Disatu pihak,
buruh memiliki kepentingan meng-
optimalkan perolehan pendapatannya
dalam bentuk gaji, upah, dan berba-
gai tunjangan dari perusahaan. Seba-
liknya, kaum pengusaha memiliki ke-
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pentingan meningkatkan efisiensi dan
kemampuan kompetensi perusahaan-
nya. Buruh memandang konsep
upah, gaji dan semacamnya itu seba-
gai pendapatan untuk memenuhi ke-
butuhan hidup diri dan keluarganya.
Harapan dan motivasi untuk menda-
patkan upah dari perusahaan meru-
pakan dorongan utama kaum buruh
untuk tetap menjalin hubungan kerja
dengan perusahaan. Bagi kaum bu-
ruh, semakin tinggi tarif upah, gaiji
dan tunjangan-tunjangan lainnya di-
pandangnya semakin baik. Sebalik-
nya, kaum pengusaha memandang
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fenaga buruh merupakan komponen
utama proses produksi di perusa-
haan, Sebagai kompensasinya, gaiji,
upah dan berbagai tunjangan lainnya
bagi buruh harus dibayar sebagai
biaya produksi (cosf). Artinya, tarif
upah buruh yang tinggi dipandang
menyebabkan inefficiency proses pro-
duksi. Upah buruh yang rendah di-
pandang akan meningkatkan efisiensi
dan daya saing perusahaan. Jadi tarif
upah rendah inilah yang senantiasa
_ dicita-citakan kaum pengusaha.

Dua kepentingan yang berse-
berangan inilah yang senantiasa me-
latar-belakangi mereka untuk tetap
menjalin hubungan satu sama lain-
nya. Namun, dua kepentingan yang
berseberangan ini sekaligus dapat
menjadi akar munculnya berbagai
masalah perburuhan, yaitu manakala
hubungan mereka tidak harmonis la-
gi. Titik keseimbangan atau kehamo-
nisan antara dua kepentingan ferse-
but tidak tercapai namun hubungan
mereka tefap harus berangsung.
Pada kondisi seperti itulah perselisi-
han antara buruh dengan pengusaha
terus terjadi. Sangat jarang personal-
an perburthan muncul disebabkan
oleh karena faktor lain diluar itu. Ma-
salah perburuhan yang disebabkan
oleh karena perselisihan antara bu-
ruh dengan buruh ataupun antara
buruh dengan pemerintah sangat ja-
rang terjadi. Kalaupun ada perselisi-
han antara buruh dengan pemerin-
tah, akar parmasalahannya selalu
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bersumber pada hubungan antara
buruh dengan pengusaha yang diin-
tervensi kebijakan pemerintah yang
tidak netral atau dipandang memihak
pada salah salu kepentingan saja.
Bisa terjadi kebijakan pemerintah di-
rasakan tidak adil dimata kaum bu-
ruh, karena buruh merasa kepenting-
annya tidak dilindungi. Sebaliknya bi-
sa pula terjadi kebijakan pemerintah
dirasakan tidak adil oleh kaum pe-
ngusaha, karena kebijakan peme-
rintah tersebut dipandang over-
protective terhadap kaum buruh. Ka-
um pengusaha merasa terlampau
berat diben beban kewajiban oleh
pemerintah demi melindungi kaum
buruh yang pada umumnya “lebih
miskin". Atau mungkin konflik bisa
terjadi manakala pemerintah “terlam-
pau netral®, seolah lari dari permasa-
lahan atau tidak menjalankan fung-
sinya sebagai penjaga keharmoni-
san hubungan tersebut. Pada kon-
disi seperti ini bentuk konflik akan
bergeser dan konflik buruh melawan
pengusaha menjadi konflik buruh
melawan pemerintah ataupun pe-
ngusaha melawan pemerintah.

Substansi Masalah Peburuhan di
Indonesia

Substansi masalah perburuh-
an pada hakekatnya berbentuk ke-
tidak-adifan yang dialami tenaga ker-
ja buruh dan/atau pengusaha dalam
konteks hubungan industrial yang
mereka lakukan. Pada banyak hal
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hubungan industrial ini sering diinter-
vensi oleh pemerintah melalui ke-
bijakan-kebijakan yang dikeluarkan-
nya. Intervensi yang “berlebihan
cenderung mendistorsi *hubungan
tersebut sehingga justru menimbul-
kan berbagai persoalan yang rumit.
Di Indonesia, peningkatan kualitas
masalah perburuhan ini terbentuk
sebagai akumulasi dampak interven-
si tersebut. Berbagai kebijakan pem-
bangunan ekonomi terdahulu keba-
nyakan tidak antisipatif terhadap
munculnya berbagai masalah perbu-
ruhan ini. Di Indonesia sedikit sekali
— kalau tidak boleh dikatakan tidak
ada -~ kebijakan perburuhan/kete-
nagakerjaan pada khususnya, dan
kebijakan  pembangunan pada
umumnya, yang memikirkan skena-
fio jangka panjang untuk mencegah
munculnya masalah ini. Diadopsinya

nifai-nilai sistem ekonomi liberal da-

lam berbagai kebijakan pembangu-
nan di Indonesia semenjak tahun
1967 membuat masalah perburuhan
semakin jelas menampakkan dirinya
di Indonesia. Kebijakan pembangu-
nan tersebut tidak meng-utamakan

penciplaan lapangan kera massal .

sebagai prioritas utamanya, namun
lebih  mengutamakan peningkatan
pertumbuhan ekonomi makro sema-
ta. Pemerintahan Soeharto yang ber-
kuasa lebih dari 30 tahun (1967 —
1998) kiranya tidak mau belajar dari
s_ajarah kelam penerapan nilai-nilzi
sistem ekonomi liberal ini di negara-
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negara lain. Pengalaman prakiek
penerapan nilai-nilai kberal ini di
berbagai negara pada masa lalu
umumnya tidak memberikan kese-
jahteraan bagi seluruh individu, akan
tetapi yang terjadi adalah : "sekefom-
pok kecil kaum kapitalis melakukan
eksploitasi ekonomi atas sebagian
besar massa —~ yang kebanyakan
berstatus sebagai burul'. Hal demi-
kian inilah kiranya yang juga terjadi
di Indonesia selama beberapa de-
kade terakhir muiai tahun 1967.
Kebijakan ekonomi-politik pe-
merintahan Soeharto dan penerus-
nya tidak memberikan pricritas yang
tinggi pada usaha pencegahan mun-
culnya berbagai masalah perburuh-
an ini untuk jangka panjang, namun

- Justru cenderung memanfaatkannya

sebagai sarana melanggengkan ke-
kuasaannya. Kecenderungan ini sa-
ngat kentara pada masa pemerinta-
han Soeharto dimana peranan buruh
secara terang-terangan dipinggirkan
dalam proses pembuatan kebijakan
bidang apapun, termasuk kebijakan
yang menyangkut nasib buruh itu
sendiri. Bilamana mendapat tentang-
an dari kaum buruh, pemerintah me-
|latui alat kekuasaannya kerap bertin-
dak represif terhadap gerakan buruh
yang berkeinginan merubah nasib-
nya. Organisasti buruh disatukan a-
gar mudah dikontrol pemerintah. Or-
ganisasi buruh diluar yang diijjinkan
pemerintah dianggap ilegal, sehing-
ga pemerintah, dengan meng-atas-



nama supremasi hukum, berhak me-
larang segala bentuk aktivitasnya.
Pasca reformasi politk ke-
adaannya agak berubah, namun ha-
nya untuk sementara saja. Penun-
jukkan Jacob Nuwa Wea — sebelum-
nya dikenal sebagai akfivis advokasi
buruh dari Federasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (FSPSI) - sebagai
Menteri Tenaga Kerja pada masa
pemerintahan Presiden Megawati
Soekarnoputri telah memberi angin
segar dan harapan baru bagi per-
juangan kepentingan buruh di Indo-
nesia. Penunjukkan Jacob Nuwa
Wea ini sedikit banyak telah mem-
beri angin segar kebebasan dan
membuka akses kaum buruh untuk
menyampaikan aspirasinya dalam
forum pengambilan keputusan pe-
merintah yang menyangkut kepen-
tingannya. Aksi unjuk rasa kaum bu-
ruh di berbagai tempat kini banyak
ditolelir pemerintah. Aparat keaman-
an di lapangan tidak segarang masa
pemerintahan Sceharto dulu. Bebe-
rapa kebijakan ketenagakerjaan dan
pemyataan sementara pejabat mulai
terasa ada yang berpihak pada ke-
pentingan kaum buruh, seperti : (1)
Keluarnya SK pencabutan puluhan
SIUP PJTKI yang terbukti nakat; (2)
Larangan sementara bagi 8 propinsi
{Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Te-
ngah, Kalimantan Barat, Kalimantan
Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur dan Sulawesi Sela-
tan} mengirimkan TKl-nya ke luar
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negeri menyusul dipulangkannya
ratusan ribu TKI ilegal darj Malaysia
pada tahun 2002 ; (3) Pemberlakuan
kembali SK Menaker No. 150 Tahun
2000 tentang Penyelesaian PHK dan
Penetapan Uang Pesangon, Uang
Penghargaan Masa Kerja, dan Gangi
Kerugian di Perusahaan ' ; (4) Pem-
berlakuan Keputusan Gubernur DK
Jakarta No. 3052 Tahun 2001 ten-
tang UMP DKI! Jakarta Tahun 2002
yang telah dinyatakan ditunda oleh
PTUN Jakarta" ; Pembatalan Kepu-
tusan P4P tentang penyelesai-an
perselisihan perburuhan di PT Do-
son Indonesia, yang baru saja mem-
PHK 6.822 orang buruh, cleh Me-
nakertrans ; dan lain sebagainya. Ke-
bijakan-kebijakan ketenagakerjaan itu
mengundang protes yang berkepan-
jangan dari kalangan pengusaha, ba-
ik PMDN maupun PMA — sesuatu
yang tidak permnah terjadi di era peme-
rintahan sebelumnya. Namun demiki-
an kebifakan-kebijakan yang banyak
mengakomodasi kepentingan kaum
buruh tersebut febih banyak yang ti-
dak dapat diimplementasikan di lapa-
ngan ofeh karena berbagai faktor. Di-
antara faktor yang paling menentukan
adalah begitu kuatnya dominasi kaum
pengusaha dalam rangka menye-
diakan infrastruktur implementasi ke-
bijakan perburuhan tersebut — disam-
ping fakior-faktor lain seperti lemah-
nya penegakan hukum di Indonesia,
lemahrya wibawa pemerintah dalam
melakukan eksekusi sanksi yang te-
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lah dijatuhkan pengadilan, dan lain
sebagainya. Akhimya kebijakan-kebi-
jakan pemerintah tersebut tidak efek-
tif datam arti tidak berdampgk pada
peningkatan kesejahteraan kesejah-
teraan kaum buruh pada umumnya.
Selanjutnya upaya kaum buruh
untuk dapat terus terlibat dalam pe-
ngambilan keputusan-keputusan
ekonomi semakin suram oleh karena
pemerintahan berikutnya tidak lagi
menunjuk Jacob Nuwa Wea sebagai
Menteri Tenaga Kerja lagi. Menteri

Tenaga Kerja yang menggantikan- .
nya adalah Fahmi Idris. Seorang -

Fahmi Idris yang berlatar-betakang
sebagai seorang politikus dan sekali-
gus seoang pengusaha tentu berbe-
da dengan Jacob Nuwa Wea dalam
memandang setiap persoalan perbu-
ruhan. Keputusan untuk membentuk
sebuah kebijakan ketenagakerjaan
. oleh seorang pengusaha sudah ba-
rang tentu akan selalu bias terhadap
kepentingan kelornpok pengusaha.
Sulit rasanya Menteri Tenaga Kerja
ini menjadi wasit yang benar-benar
netral dalam menengahi konflik an-
tara pengusaha dan buruh.

Gerakan bhuruh, sebagai mani-
festasi kekuatan tenaga kerja buruh
terorganisir di Indonesia pasca refor-
masi politik tahun 1998 kiranya masih
tetap menunjukkan pola fama, yaitu
menuntut pemenuhan kebutuhan pri-
mer melalui kenaikan upah minimum,
uang pesangon, tunjangan hari raya
(THR), perbaikan fasilitas kerja dan
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tuntutan-tuntutan atas kompensasi
kerja yang lain - termasuk di dalam-
nya tuntutan besaran uang pesangon
bagi buruh yang menghadapi PHK
darn perusahaan. Gerakan buruh ini
menunjukkan bahwa pemenuhan ke-
butuhan dasar kaum burub dewasa
ini masih berada pada tingkat yang
minimal. Lebih dari tiga dekade pem-
bangunan ditaksanakan di fndonesia,
ditambah dengan 7 tahun usia refor-
masi politik, tidak membawa dampak
peningkatan kesejahteraan yang ber-
arti bagi kaum buruh, Sangat sedikit
tuntutan "aksi. buruh- yang bemuasa
diluar pola lama tersebut Kafaupun
ada, hanya terbatas pada lingkungan
perusahaan tertentu seperti BUMN
ataupun kasus khusus yang kecit sa-
1a.

Berkaitan dengan maraknya
gerakan buruh di Indonesia seme-
njak masa reformasi politik tahun
1998 kiranya bukan merupakan
manifestasi munculnya kesadaran
demokrasi kaum buruh di Indonesia,
akan tetapi lebih merupakan reaksi
kontektual kaum buruh menanggapi
iklim kebebasan yang baru saja

- muncu! di Indonesia. Perkembangan

gerakan buruh itupun belum men-
jangkau aspek peningkatan kualitas,
namun baru menjangkau aspek pe-
ningkatan kuantitas organisasi yang
diakui pemerintah dan peningkatan
frekuensi aktivitasnya saja. Aktivis
gerakan buruh pun kebanyakan bu-
kan murni berasal dari kelompok bu-



ruh sendiri, melainkan lebih banyak
didominasi oleh LSM advokasi bu-
ruh, mahasiswa dan/ataupun kelom-
pok “demonstran profesional’ yang
bertindak memperjuangkan suatu
kepentingan lain tersembunyi de-
ngan mengatas-namakan kepenting-
an buruh, Dengan kata lain, lahirnya
puiuhan serikat buruh dan maraknya
aksi burth pada masa reformasi itu
bukanlah merupakan bentuk ideal
yang diinginkan untuk membebas-
kan buruh dari lilitan permasalahan-
nya.

Struktur Masalah Perburuhan di
Indonesia

Struktur permasalahan perbu-
ruhan dan upaya pemecahannya pa-
da umumnya memiliki 2 dimensi, ya-
itu dimensi ekonomi dan dimensi po-
litk. Demikian pula keadaanya di In-
donesia. Masalah perburuhan di Indo-
nesia menjadi masalah ekonomi se-
kaligus masalah politik. Keberadaan
dimensi politik pada masalah perbu-
fuhan ini menuntut negara memecah-
Kannya melalui kebijakan intervensi
yang mengatur aktivitas ekonomi
masyarakatnya. Aparatur negara ber-
tindak sebagai aktor yang menen-
tukan framework atau rambu-rambu
aturan main seluruh aktivitas ekonomi
yang berkaitan dengan buruh. Se-
mentara itu ditinjau dan dimensi eko-
nomi, persoalan perburuhan dipan-
dang sebagai masalah yang menun-
tut diselesaikan melalui prinsip-prinsip
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ekonomi. Namun efektivitas penyele-
saian berdasar prinsip ekonomi ter-
sebut senantiasa bias pada kepen-
tingan aktor yang lebih kuat secara
ekonocmi. Kaum buruh yang kemah
secara ekonomi pada umumnya tetap
menjadi kelompok yang terfindas.

Penyelesaian masalah perbu-
ruhan yang exhaustive perlu men-
jangkau kedua dimensi tersebut. Ja-
di perlu mefibatkan aktor ekonomi
dan aktor politk secara bersamaan.
Penyelesaian persoalan perburuhan
secara parsial, dalam arti hanya
menjangkau salah satu dimensi saja
tidak akan menyelesaikan persoalan
empiris secara tuntas comprehen-
sive. Penyelesaian yang hanya me-
libatkan aktor politk saja dalam
bentuk kebijakan pemerintah ~ tanpa
didukung pelaku ekenomi — akan
menghadapi masalah pada tahap
implementasinya. Cara ini tidak akan
mampu menyelesaikan persoalan
perburuhan ini sampai ke akar-
akarnya. Demikian pula sebaliknya,
penyelesaian oleh aktor ekonomi
saja — tanpa intervensi negara - ti-
dak akan mampu memecahkan ma-
salah perburuhan ini secara adil un-
tuk semua kelompok yang berkepen-
tingan. _

Selanjutnya, aturan main yang
dibuat oleh aparatur negara yang se-
kaligus juga merangkap sebagai pe-
laku ekonomi ~ dalam kaitan ini apa-
ratur negara memiliki kepentingan
ekonomi subyektif dan sekaligus ke-
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pentingan politk — menyebabkan

aturan main tersebut tidak bisa ne-
tral ‘cenderung memihak pada ke-
pentingan-kepentingan  penguasa
politik. Di Indonesia, disamping pe-
merintah banyak bertindak sebagai
requlator, dalam hal-hal tertentu juga
banyak bertindak sebagai pelaku
bisnis. Keberadaan berbagai bentuk
BUMN dan kepemilikan saham pe-
merintah dalam perusahaan-perusa-
haan swasta merupakan indikator
gejala ini. Peran ganda ini menye-
babkan aparatur pemerintah sulit un-
tuk bersikap netral dalam menengahi
berbagai bentuk perselisihan -antara
buruh dengan pengusaha. Padahal,
kepentingan negara dalam kaitan ini
begitu dominan dalam tiga dekade
terakhir. Diantaranya adalah kepen-
tingan pemerintah’ menarik dan
mempertahankan investasi asing,
kepentingan pemerintah meningkat-
kan perolehan devisa, kepentingan
pemerintah meningkatkan pertumbu-
han serta stabilitas ekcnomi dan se-
bagainya. Dengan konstelasi kepen-
tingan yang demikian inilah nasib
kKaum burun terus terabaikan demi
kepentingan negara atau pemerintah
sendiri. Aparatur negara terdorong
untuk mendominasi proses pengam-
bilan keputusan publik. Akses kaum
buruh untuk ikut serta menentukan
pengambilan keputusan yang me-
nyangkut kepentingan dirinya sangat
kecil, tidak signifikan. Sejalan de-
ngan itu buruh terus dipandang se-
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bagai komponen mesin produksi.
Pandangan buruh sebagai manusia
yang memiliki harkat martabat lebih
daripada sekedar mesin produksi di-
tenggelamkan begitu saja oleh ke-
pentingan-kepentingan ekonomi pe-
nguasa dan pihak-pihak yang dekat
dengan penguasa. Jarak buruh ter-
hadap forum pembuatan kebijakan
pemerintah sangat jauh dari mema-
dai. Persoalan perburuhan di Indo-
nesia menjadi terredam dan bersifat
fatenf. Lambat atau cepat, pada ska-
la kecil ataupun besar, persoalan
perburuhan ini terus-menerus berpo-
tensi meledak. Para pengambil kebi-
jakan pembangunan Indonesia di
masa lalu, terutama masa pemerin-

tahan Soeharto, ibarat telah menim-

bun "amunisi’ persoalan perburuhan
yang siap meledak sewaktu-waktu,
tinggal menunggu bergeraknya fak-
tor pelatuk saja (frigger factor).
Pemerintah di saat menjalankan
kekusaannya tidak akan pernah steril
dari bherbagai kepentingan disekitar-
nya. Bahkan ia sendiri memiliki kepen-
tingan subyektif yang harus diper-

~ juangkan di tengah sistem politk yang

dibangunnya, terutama adalah kepen-
tingan mempertahankan dan melang-
gengkan kekuasaannya. Seperl ditulis
Mas'oed (1989 . xv), dalam masya-
rakat sepertt indonesia, fungsi negara
dan penyelenggara urusan negara ti-
dak hanya sekedar memproses tun-
tutan yang digjukan kelompok kepen-
tingan sehingga menjadi sebuah ke-



bijakan saja, tetapi mereka juga ber-
usazha mencapai tujuan-fujuan mereka
sendiri dan seringkali berusaha me-
ngubah struktur tuntutan yang diaju-
kan masyarakat. Pada tingkat praksis,
yaitu ketika pemerintah membutuhkan
banyak dana untuk menjalankan fung-
si dan mempertahankan kekuasaan-
nya, ia cenderung aktif memilih mem-
posisikan diri lebih dekat dengan pe-
ngusaha, karena dapat menjadi sum-
ber penerimaan yang potensial untuk
mendukung misi pemerintah di saat
itu. Kebijakan-kebijakan yang dikeluar-
kannya cenderung memihak kepen-
tingan pengusaha. Hal ini berimplikasi
apabila terjadi perselisihan antara bu-
ruh dengan pengusaha, pemerintah
sulit untuk bersikap netral. Kebijakan-
kebijakan yang dikeluarkannya cende-
rung memihak kepentingan kaum pe-
ngusaha, baik pengusaha sebagai mi-
tra bisnis maupun pengusaha sebagai
sumber perolehan devisa negara, Ma-
nakala kebijakan pemerintah sema-
cam itu mendapat tentangan kaum bu-
ruh, - maka perilaku para pelaksana
kebijakan tersebut di lapangan banyak
berubah sifat menjadi sangat represif
terhadap kaum buruh. Kebijakan-ke-
bijakan perburuhan yang seperti itu
ternyata terus berlanjut, seolah telah
menjadi gans nasib kaum buruh di
Indonesia. Pemerintahan transisi di
bawah kepemimpinan Presiden BJ.
Habibie (1998 - 1999) dan
pemerintahan demokratis di bawah
Presiden Abdurrahman Wahid (1999
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- 2001), yvang pada awalnya di-
harapkan mampu membawa peruba-
han, ternyata tidak mampu menolak-
nya. Bias kepentingan yang meng-
arah pada optimalisasi kepentingan
penguasa dan mengabaikan kepen-
tingan buruh masih tetap ada dan
dominan. Adanya bias kepentingan
ini ditandai lebih seringnya kaum
buruh memprotes kebijakan-kebija-
kan pemerintah daripada protes
yang dilakukan kaum pengusaha
atas kebijakan yang sama. Karena
seringnya kaum buruh memprotes
kebijakan-kebijakan pemerintah ini,
maka sering pula pemerintah melalui
alat-alat kekuasaannya bertindak re-
presif terhadap kaum buruh pada ma-
sa kekuasaan presiden-presiden ter-
sebut.

Sebagaimana  dikemukakan
pada bagian awal tulisan ini, pada
awal masa pemerintahan Presiden
Megawati keadaan agak berubah.
Penunjukkan Jacob Nuwa Wea -
aktivis advokasi buruh — sebagai
Menteri Tenaga Kerja telah memberi
angin segar dan -harapan baru bagi
perjuangan kepentingan buruh di
Indonesia. Namun demikian upaya
implementasi  kebijakan-kebijakan
yang dikeluarkan Menteri Tenaga
Kerja tersebut hampir selalu terhenti
pada tingkatan normatif saja. Pelak-
sanaan kebijakan tersebut di tingkat
lapangan, terutama yang membutuh-
kan sarana dan prasarana yang ha-
rus disediakan pengusaha - biasa-
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nya berdampak pada p;ningkatan
kesejahteraan buruh - banyak
menghadapi kendala. Akhimya bisa
diduga sebelumnya, bahwa kebijakan-
kebijakan pemerintah yang Rerpihak
pada komunitas buruh ini tidak efektif
dan tidak kebih hanya merupakan aksi
politis dari pejabat pemerintah yang
ingin merangkut simpati kaum buruh
saja.

Berkaitan dengan rumusan ke-
bijakan perburuhan pada masa pasca
refomasi politk 1998 kiranya masih

banyak kebijakan perburuhan--yang -

terlalu parsial dan tidak terrencana
secara matang serta tidak didasarkan
pada pemikiran mendalam menyang-
kut prediksi munculnya masalah pada
tingkat implementasinya. Disamping
itu tidak pula dipikirkan bagaimana
pengaruhnya pada sistem ekonomi-
politk yang melingkupinya, baik di
tingkat nasional maupun internasio-
nal. Dengan minimnya pemikiran
prospektif ke depan seperti itu maka
pada tahap implementasinya muncul
masalah betapa sulitnya menegakkan
konsistensi hukum oleh pemerintah
sendiri. Disamping itu pemerintah
juga tidak cukup memiliki wibawa dan
sanksi unfuk memaksa perusahaan-
perusahaan agar melaksanakan kebi-
jakan-kebijakan tersebut. Akhirnya
muncul kebijakan-kebijakan pemerin-
tah yang tidak bisa diimplementasi-
kan, kebijakan-kebijakan pemerintah
yang tidak konsisten, serta kebijakan-
kebijakan pemerintah yang dilanggar
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oleh aparatur pemerintah sendiri.
Menghadapi kebijakan-kebijakan
yang tidak konsisten tersebut, kala-
ngan pengusaha membacanya seba-
gai tidak adanya kepastian hukum di
Indonesia. Hal-hal inilah kiranya yang
masih menjadi problema yang di-
hadapi pemerintah-pemerintah masa
pasca reformasi politk Indonesia ta-
hun 1998 dalam membangun ekono-
mi Indonesia. '

! SK Menaker No. 150 Tahun 2000
ini sebenarnya sudah direvisti de-
ngan SK Menakertrans No. 78 dan
No. 111 Tahun 2001. Namun demi-
kian, karena SK revisi itu ditentang
oleh kaum buruh hingga menim-
bulkan aksi anarkhis besar-besaran
di Bandung 13 — 14 Juli 2001 maka
berdasarkan keputusan fisan Mena-
kertrans beberapa hari setelah aksi
buruh tersebut, SK Menaker No. 150
Tahun 2000 itu tetap diberlakukan.

? Keputusan Gubernur DKl Jakarta
No. 3052 Tahun 2001 tentang UMP
DKI Jakarta Tahun 2002 ini digugat
oleh sekelompok pengusaha yang
tergabung dalam APINDO di PTUN
Jakarta. Walaupun gugatan APINDO
itu menang di PTUN, namun Mena-
kertrans Jacob Nuwa Wea tetap pa-
da pendiriannya yang melindungi ka-
um buruh. SK Gubernur DKI Jaya itu
oleh Menakertrans dinyatakan tetap



harus dilaksanakan semua perusa-
haan. Bagi perusahaan yang kebera-
tan diharuskan menulis surat kepada
pemerintah disertai dengan alasan-
alasannya. Menindaklanjuti surat
keberatan dari perusahaan-
perusahaan itu kondisi keuangan
akan di-audif tim darn Depnakertrans
dan kemudian akan ditentukan
kebijakan selanjutnya
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